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BAB 1. PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara berkembang yang menjadikan pajak sebagai salah 

satu pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi 

salah satu kewajiban masyarakat untuk membayarnya. Pajak dapat meningkatkan 

Pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta membiayai 

penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Demi kelancaran 

masyarakat membayar pajak tepat waktu, pemerintah setidaknya juga sadar akan 

kewajibannya kepada masyarakat. Masyarakat dituntut untuk membayar pajak, 

pemerintah wajib memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak seperti 

pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya ditujukan untuk 

kepentingan umum. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai prosedur yang 

sedang dijalankan dalam pelaksanaan tugas supaya berjalan dengan lancar sesuai 

target yang disesuaikan. Pajak Daerah yaitu pajak yang berwenang 

pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

Badan Pendapatan Daerah. Pajak daerah di pungut Pemerintahan Daerah untuk 

meningkatkan pendapatan daerah sekaligus berguna untuk mengatur dan 

menertibkan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Jember. Salah satu jenis yang 

dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak restoran. 

Pajak restoran adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran 

mencakup juga Rumah Makan, Cafe dan Catering. Restoran memiliki tujuan 

untuk memperoleh keuntungan atau laba dari hasil penjualan makanan dan 

minuman. Maka pengusaha restoran wajib membayar pajak restoran kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Pajak Restoran merupakan salah satu 

penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya mampu 

menyumbangkan dana yang begitu besar bagi daerah. 

Berikut ini daftar target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2019 – 2020 
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Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2019-2020) 

 
 

NO TAHUN TARGET 

Rp 

REALISASI 

Rp 

PROSENTASE 

Rp 

1 2019 19.750.000.000 22.472.968.348 113.79 

2 2020 14.100.000.000 13.157.879.997 93,33 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

 
 

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di Kabupaten 

Jember pada tahun 2019 dan 2020. Pendapatan yang dihasilkan oleh pungutan 

badan usaha pada sektor pajak restoran dari tahun 2019 – 2020 menurun dimana 

pada tahun 2019 realisasi Rp 22.472.968.348 dan di tahun 2020 realisasi Rp 

13.157.879.997 . Alasan mengapa pendapatan antara taun 2019-2020 menurun 

karena terdampak pandemi. Namun dari segi pendapatan di Badan Pendapatan 

Daerah mampu menyumbangkan dana yang cukup besar untuk PAD. Berdasarkan 

uraian tersebut penulis akan membahas laporan tugas akhir ini dengan judul 

“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember” 

 
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

b. Untuk mendapatkan pengalaman praktis mengenai Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk Mahasiswa 

1. Memperoleh pengetahuan dalam bidang Prosedur Pembayaran Pajak 

Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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2. Mengetahui tentang prosedur pembayaran pajak restoran (Pendaftaran, 

Penetapan dan Pembayaran) 

3. Menambah kemampuan pola pikir supaya lebih maju dan kreatif dalam 

menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan. 

b. Untuk Universitas Jember 

Meningkatkan Kualitas SDM lembaga pendidikan khususnya 

Program Studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember. 

c. Untuk Instansi 

Untuk menghubungkan antara perusahaan dengan lembaga pendidikan 

agar terjalin kerjasama dalam penyediaan lapang kerja. 

 
1.3 Objek dan Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Praktik kerja nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yang beralamat di JL. Jawa No.72 Jember. 

 
1.3.2 Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 2 ( dua ) bulan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi D3 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember 
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1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut: 

Tabel 1.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 
 

 
No 

 
Kegiatan 

Minggu ke- Jumlah 

Jam 

I II III IV I II III IV  

1 
Menyerahkan surat ijin 

praktik kerja nyata 
X 

       3 Jam 

2 
Observasi kesemua bagian 

divisi bidang di kantor 
X 

       8 Jam 

 

 
3 

Menerima 

penjelasan tentang kantor 

Bapenda dan Pengarahan 

Tugas di bagian tersebut 

  

 
X 

 

 
X 

     28 Jam 

 
4 

Membantu Wajib Pajak 

untuk  mendaftararkan diri 

sebegai Wajib Pajak Parkir 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  79 Jam 

 

 
5 

Membantu mencetak SKP 

(Surat Ketetapan Pajak) 

Pajak Reklame dan Air 

Tanah 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

84 Jam 

6 
Merekap Pembatan PBB 

2018-2019 

   
X X X X X 

73 Jam 

Total 275 

Jam 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

 
 

1.5 Landasan Bidang ilmu Praktik Kerja Nyata 

Bidang ilmu yang dipakai sebagai dasar/ pedoman dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Nyata dan Penyusunan Laporan sebagai berikut: 

a. Perpajakan 
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b. Praktek Perpajakan 

c. Referensi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penangan secara 

seragam transaksi perusahaan yang berulang-ulang (Mulyadi, 2016:4). Tujuan dari 

pengadaan prosedur adalah untuk menjamin adanya penanganan secara seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi berulang-ulang. 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur urutan 

kegiatan krelikal. Kegiatan krelikal (clerical operation)terdiri dari menulis, 

menghitung, mendaftar, memilih,dan memberi kode (Mulyadi, 2016:4) 

 
2.2 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung 

mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan 

sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat 

diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan 

maupun keuntungan. 

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, 

semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba 

rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah 

darah kehidupan dari suatu perusahaan. 

 
2.3 Pengertian Pajak 

2.2.1 Definisi Pajak 

Pengertian  pajak  menurut  Soemitro  (dalam  Mardiasmo,  2018:3) adalah 

“iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
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dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

Dari definisi diatas, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada 

Negara yang terutang oleh orang pribadi/badan berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung 

digunakan untuk keperluan Negara demi kesejahteraan masyarakat. Dan menurut 

Mardiasmo (2018:3) dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

sertaaturan pelaksanaan. 

3. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara yang secara tidak 

langsungdapat ditujukan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan 

adanyakontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 
2.3.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak terdiri dari 2 fungsi yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi budgetair 

Fungsi budgetair memiliki fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu 

suatu fungsi digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara 

optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi 

ini sebagai fungsi utama karena inilah yang secara historis pertama kali 

timbul. Untuk menegakkan fungsi budgetair, pemerintah melakukan 

penyempurnaan regulasi perpajakan dari beberapa jenis pajak. Fungsi 

budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya ( Mardiasmo, 2018:4) 
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2. Fungsi Regulerend 

Fungsi Regulerend disebut sebagai fungsi tambahan bagi pajak dan 

dipergunakan sebagai alat untuk memcapai bagian tertentu. Dan Fungsi 

Regulerend digunakan sebagai pelangkap. 

Contoh Fungsi Regulerend : 

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras sehingga 

harga minuman keras mahal, dengan alasan supaya pembeli 

mengurangi mengkonsumsi minuman keras. 

2. Pengenaan tarif proteksi dengan pengenaan tarif bea masuk yang 

tinggi untuk membatasi impor barang tertentu. Dan juga untuk 

mengatur perlindungan kepentingan ekonomi industri  dalam 

negeri. 

3. Pajak yang tinggi dikenakan juga terhadap barang-barang 

mewah, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi gaya hidup 

mewah atau mengkonsumsi barang mewah dalam masyarakat 

(Mardiasmo,2018:4) 

 
2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Pengumutan pajak harus memenuhi syarat pajak supaya tidak 

menimbulkan hambatan dan perlawanan. Syarat pemungutan pajak sebagai 

berikut : 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang 

dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak ( Mardiasmo, 2018:4) 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
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Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya ( Mardiasmo, 2018:4) 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat ( Mardiasmo, 2018:4) 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya ( Mardiasmo, 2018:5) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru ( Mardiasmo, 

2018:5) 

Contoh : 

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam 

tarif. 

b. Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 

10% 

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang 

berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi) 

 
2.3.4 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil 

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku 

pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut 

(Mardiasmo, 2018:7) ada 2 macam hukum pajak yakni : 

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkn antara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10  

 

 

dikenakan (tarif), segala sesuatu timbul dan hapusnya untung pajak, 

dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. 

b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan 

hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak 

materiil). 

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 
 

2.3.5 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:7-8), pajak digolongkan ke dalam beberapa 

kelompok, sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

Lembaga pemungutan terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah 

sebagai berikut : 
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1. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahn Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai 

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah untuk 

membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas : 

a. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan. 

 
2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2018:9-10), sistem 

pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut : 

a. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. Berikut ciri-ciri Official Assessment System: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 

2. Wajib Pajak bersifat pasif; 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Berikut ciri-ciri Self Assesment System : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri; 
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2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri, pajak yang terutang; 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

c. With Holding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 
2.3.7 Asas Pemungutan Pajak 

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, 

asas pemungutan pajak yang penting antara lain (Mardiasmo, 2018-:9) 

a. Asas Domisili 

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib 

pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang 

berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan 

objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang 

dikenakan pajak. 

b. Asas Sumber 

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek 

pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut 

diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, 

negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu 

bertempat tinggal. 

c. Asas Kebangsaan 

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak 

dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional 

adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan 

dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh : Fiskus Belanda selama 
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Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang 

berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda. 

 
2.4 Pajak Daerah 

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Derah hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah 

undang undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 
2.4.2 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang berwenang pemungutannya ada pada 

Pemerintahan Daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah. Pajak Daerah suatu sumber pendapatan yang sangat penting yang 

membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis  

dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten. 

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 
2.4.3 Wajib Pajak Daerah 

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Retribusi Daerah diwajibkan 

melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
2.4.4 Jenis Pajak 

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, berikut ini yaitu : 

a. Pajak Provinsi, terdiri atas : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 
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2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Air Permukaan 

5. Pajak Rokok 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas : 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan 

7. Pajak Parkir 

8. Pajak Air Tanah 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 
 

2.4.5 Tarif Pajak 

Tarif pajak daerah terbagi menajadi dua bagian, yaitu sebagai berikut : 

1. Tarif Pajak Daerah tingkat Provinsi : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

sebesar 10% 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan sebesar 20% 

2. Tarif Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota : 

a. Pajak Hotel sebesar 10% 

b. Pajak Restoran sebesar 10% 

c. Pajak Hiburan sebesar 35% 

d. Pajak Reklame sebesar 25% 
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e. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% 

g. Pajak Parkir sebesar 20% 

 
 

2.4.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak yang terhutang di Kabupaten Jember ditetapkan atas 

dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 Tentang 

pemungutan pajak yaitu : 

a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan 

surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. 

c. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat 

adalah : 

1. pajak reklame; 

2. pajak air tanah; 

3. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

d. Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah : 

1. pajak hotel; 

2. pajak restoran; 

3. pajak hiburan; 

4. pajak penerang jalan; 

5. pajak mineral bukan logam dan batuan; 

6. pajak parkir; 

7. pajak sarang burung walet; 

8. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

e. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajak berdasarkan 

penetepan bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, 

APPT, atau dokumen lain yang dipersamakan. 

f. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan. 
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g. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 

dengan menggunakan APTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT 

 
2.4.7 Kadaluwarsa Penagihan Pajak 

Hal untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 

apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajak daerah 

(Mardiasmo, 2018:22) 

 
2.5 Pajak Restoran 

2.5.1 Definisi Pajak Restoran 

Menurut (Darwin, 2010:120) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan 

restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang 

disediakan dengan dipungut bayaran. 

 
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran 

Dasar Hukum atas pemungutan Pajak Restoran di Indonesia jelas dan kuat 

dan harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Berikut hukum pemungutan 

Pajak Restoran di kabupaten maupun kota : 

a. Undang-Undang Nomor 28 Thaun 2009 Pasal 37 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Pajak Daerah. 

 
 

2.5.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak 

a. Objek Pajak Restoran 

Menurut ( Darwin, 2010:120 ) Objek Pajak dari Pajak Restoran adalah 

pelayanan yang disediakan oelh restoran yang meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam 

objek pajak restoran adalah juga rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. 

Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan penjualan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17  

 

 

makanan, minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk 

dibawa pulang. 

b. Bukan Objek Pajak Restoran 

Bukan Objek Pajak restoran yaitu restoran atau rumah makan yang 

peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan 

Daerah setempat. Demikian juga perusahaan jasa boga atau catering tidak 

dikenakan pajak restoran karena sifatnya yang berbeda dengan restoran 

atau rumah makan. 

 
2.5.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran 

Menurut ( Darwin, 2010:121 ) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi 

atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan 

Wajib Pajaknya adalah pribadi atau badan yang mengusahakan restoran ( 

pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan tersebut. 

Demikian subjek dan wajib pajak pada Pajak restoran tidak sama. 

Konsumen yang menikmati pelayanan pajak restoran merupajak subjek pajak 

yang membayar (menanggung) pahajk, sedangkan pengusaha restoran/pemilik 

restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut 

pajak dari konsumen. 

 
2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran 

Menurut ( Darwin, 2010:121 )menjadi Dasar Pengenaan dari pajak ini 

adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, 

sedangkan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat paling tinggi 

sebesar 10%. Besarnya ajak terutang diperoleh dengan mengalikan Dasar 

Pengenaan dengan Tarif. Sebagai contoh, apabila suatu rumah makan menerima 

pembayaran dari konsumennya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat 

sebesar 7% makan besarnya pajak restoran terutang dari rumah makan tersebut 

adalah sebesar 7% x Rp 500.000.000,- = Rp 35.000.000 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18  

 

 

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 
 

3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

 
Sebelum diberlakukan Otonomi Daerah Kabupaten Jember oleh 

Pemerintah Pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih 

berada dibawah naungan sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas 

Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab 

dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih 

belum optmal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing- 

masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali  maka 

Sub Derektorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas 

Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang 

menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karawan sebanyak 300 

orang. 

Setelah terbentuknya Otonom Daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam 

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh 

pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban atas bidang 

administrasi melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang 

diberlakukan pada Bulan Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah resmi 

diubah/beralih menjadi Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala 

Badan. 
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3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki visi, misi, serta 

kebijakan sebagai berikut: 

Visi 

“Menjadikan Badan Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi 

yang efisien dan efektif dalam pengeolaan pendapatan daerah dengan 

dukungan aktif masyarakat” 

Misi 

1. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah. 

2. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang 

tertib. 

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang 

pendapatan daerah 

4. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi 

peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang di bawahnya. 

5. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah. 

6. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang 

tertib. 

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang 

pendapatan daerah. 

8. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi 

peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya. 

Kebijakan 

1. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3. Melaksanakan pemutakhiran database Objek/Subjek Pajak Daerah. 
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4. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah. 

5. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak 

Daerah. 

6. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah/Retribusi 

Daerah. 

7. Melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah. 

8. Menugaskan Staf untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan/bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah. 

9. Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan 

Retribusi Daerah secara online. 

10. Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke 

masyarakat(polling). 

11. Melaksanakan penyusunan dan/atau mengevaluasi pelaksanaan 

Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Regulasi lainnya tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi daerah. 

 
3.3 Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Berikut ini adalah logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember: 

Gambar 3.1 Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2021 

Adapun makna dari Logo Badan Pendapatan Daerah Jember adalah sebagai 

berikut: 
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1. Daun Perisai, merupakan lambang keamanan dan ketentraman serta 

kejujuran.Warna merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam segala 

tindakan bagi Aparat Pemerintah Daerah, sedangkan warna kuning menunjukkan 

keluhuran,kebijaksanaan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas kewajiban. 

 
2. Bintang berwarna putih bersih, melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, 

bersudut lima berarti Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah Bangsa 

Indonesia. Ini merupakan cermin dari warga masyarakat Kabupaten Jember yang 

agamis. 

 
3. Padi dan Kapas, melambangkan sandang dan pangan,dengan kata lain sebagai 

gambaran kesuburan yang melimpah ruah bagi daerah Kabupaten Jember Gambar 

padi berjumlah 17 butir dan kapas berjumlah 8 buah, melambangkan saat-saat 

bersejarah bagi Bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan,yakni 17 

Agustus 1945 saat negara Republik Indonesia diproklamasikan. 

 
4. Segi lima berwarna putih, melambangkan Pancasila yang merupakan dasar 

dan falsafah negara dan Bangsa Indonesia khususnya terhadap sila Ketuhanan 

YME yang senantiasa menjiwainya. 

 
5. Daun Tembakau, melambangkan bahwa Kabupaten Jember selain dikenal 

sebagai gudang pangan juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditi tembakau 

yang cukup terkenal dan menghasilkan devisa cukup besar bagi negara disamping 

komoditi perkebunan lainnya. 

 
6. Bangunan Gedung Pemda, yang menggambarkan bahwa Pusat pemerintah di 

Kabupaten Jember dikendalikan dari gedung ini. 

 
7. Sesanti "CARYA DHARMA PRAJA MUKTI" mempunyai arti berkarya dan 

mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. 
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3.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 

 
3.4.1 Struktur Organisasi 

 
Struktur organisasi terbentuk dari dua kata, struktur yang bermakna wadah 

untuk berkumpul yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sehingga struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu susunan yang saling 

berhubungan. Suatu organisasi harus efisien dan sehat, yaitu dikatakan efisien apabila 

tata organisasi tersebut mempunyai susunan organisasi yang logis dan bebas dari 

sumber-sumbernya, sedangkan dikatakan sehat apabila organisasi tersebut 

mempunyai bentuk teratur dalam tugas maupun wewenangnya. 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian serta 

posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan 

aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan 

hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Dalam struktur organisasi 

terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu: 

a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja. 

b. Adanya standardisasi kegiatan kerja 

c. Adanya koordinasi kegiatan kerja. 

d. Besaran seluruh organisasi. 

 
 

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini 

disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian. 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember: 
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Gambar 3.2 Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2021 

 
3.4.2 Tugas dan Fungsi dalam Struktur Badan Pendapatan Daerah 

Berikut ini adalah tugas dan fungsi dalam struktur Badan Pendapatan 

Daerah: 

a. Kepala Badan Pendapatan 

1. Kepala Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam bidang Pendapatan 

Daerah. 

2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pendapatan mempunyai fungsi 

meliputi: 

a. Merumuskan kebijakan teknis. 

b. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. 

c. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang 

pendapatan. 

d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan. 

e. Pengelola urusan Tata Usaha. 
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f. Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak dan retribusi daerah 

serta pendapatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati. 

b. Sekretariat 

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat 

menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, 

pengelola benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan. 

2. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi meliputi: 

a. Perencanaan program kerja, anggaran dan kegiatan kesekretariatan. 

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan. 

c. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, gaji 

pegawai, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan urusan rumah 

tangga Badan. 

d. Pembinaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan aset. 

e. Pembinaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. 

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategi, rencana kerja, 

rencana program dan kegiatan Badan. 

g. Pelaksanan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan. 

h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan program dan kegiatan Badan. 

i. Penelitian dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan ke 

pimpinan. 

j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan. 

k. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan 

semua unit organisasi di lingkup Badan. 
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l. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi 

umum, kepegawaian, keuangan dan gaji pegawai. 

m. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur. 

n. Pembinaan administrasi keuangan dan aset. 

o. Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam 

rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

p. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor. 

q. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan. 

r. Pengendalian pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga. 

s. Pelaporan persediaan benda berharga. 

t. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan 

semua unit organisasi di lingkup Badan. 

u. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

3. Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan ketatalaksanaan dan ketatusahaan yang meliputi urusan 

administrasi umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan 

dan urusan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

2. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksana pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan. 

b. Pengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan. 

c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan. 

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor 

dan mempersiapkan sarana prasarana kantor. 

e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas. 

f. Penyusunan rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat- 

alat kantor dan barang inventaris. 
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g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana 

prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang. 

h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran 

benda berharga serta perhitungan persediaan benda berharga. 

i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan 

memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode 

barang. 

j. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang. 

k. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan 

barang secara periodik serta menyusun pertanggungjawaban 

pengurusan barang. 

l. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan 

bezetting pegawai. 

m. Pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan 

menyelenggarakan tata usaha kepegawaian. 

n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, serta tugas lain 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

2. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan mempunyai fungsi meliputi: 

a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan kegiatan pada 

lingkup Badan. 

b. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan 

anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja 

modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan 

anggaran pendapatan Badan. 
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d. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan 

kegiatan Badan. 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi program dan 

kegiatan Badan. 

f. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program 

dan kegiatan. 

g. Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Badan. 

h. Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati dan Peraturan Pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah serta regulasi teknis lainnya. 

i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

c. Sub Bagian Keuangan 

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

2. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai 

fungsi meliputi: 

a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung, 

belanja tidak langsung dan belanja modal. 

b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP). 

c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan. 

d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM). 

e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan 

evaluasi kinerja keuangan. 

f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai. 

g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntunan 

ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan. 
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h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan 

Badan. 

i. Penatausahaan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan PAD. 

j. Penyusunan Neraca Keuangan Badan. 

k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai 

tugas pokok merumuskan kebijakan perencaan dan pengembangan 

pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

2. Untuk melaksanan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Daerah mempunya fungsi meliputi: 

a. perumusan kebijakan teknis perencanan dan pegembangan 

pendapatan daerah; 

b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah dan retribusi daerah 

c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah 

d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak 

daerah dan retribusi daerah 

e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak 

daerah dan retribusi daerah 

f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan 

informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat 

g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang 

berbasis teknologi informasi 

h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan 

kebijakan pendapatan daerah dan 

i. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan 

retribusi. 
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j. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, 

pendataan, pernutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak 

dan retribusi daerah; 

k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalarn rangka 

pendataan, pemutakhiran data dan penyuIuhan pajak dan retribusi 

daerah; dan 

I. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalarn rangka 

penyusunan rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. 

 
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari : 

a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB 

1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan 

pengembangan pendapatan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sub 

Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB mempunyai 

fungsi meliputi : 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan 

pemutakhiran data PBB P2; 

b. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan PBB P2 dan 

BPHTB; 

c. pengawasan dan pelaksanaan evaluasipenyelesaian sengketa PBB 

P2 dan BPHTB; 

d. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan 

PBB-P2 dan BPHTB 

e. pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan laporan secara 

periodik data objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB serta 

perkembanganya. 
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f. pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan 

penyesuaian Nilai Objek Pajak ( NJOP ) PBB P2 

g. pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan 

perubahan taruf PBB P2 dan BPHTB 

h. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara 

pemungutan PBB P2 dan BPHTB; 

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka 

pengembangan PBB P2 dan BPHTB; 

j. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi serta 

pengolahan data objek/subjek PBB P2; 

k. pelaksanaan penelitian kesesuaian objek PBB P2 dan BPHTB; 

l. pelaksanaan kegitan pemutakhiran database objek/ subjek PBB P2 

dan penginputannya dalam sistem inforrnasi perpajakan daerah; 

m. pelaksanaan kalibrasi data dan penilaian objek pajak PBB serta 

proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB; 

n. pelaksanaan pendataan Zona Nilai Tanah (ZNT) , dan penyesuaian 

Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) bumi dan bangunan secara  

berkala; 

o. pelaksanaan mutasi data subjek/objek pajak PBB P2 berdasarkan 

data laporan pembuatan akta perolehan hak tas tanah dan/ 

bangunan terkait transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

b. ( BPHTB ) 

a. pelaksanuan penyuluhan, sosialisani dan pelayanan PBB P2 dan 

BPHTB; 

b. penyiapan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target 

penerimaan PBB P2 dan BPHTB; 

c. pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/ objek PBB P2 

dalam menunjang ekatensifikasi dan intensifikasi pajak daerah; 
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d. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi 

terhadap wajib pajak ataspelanggaran ketentuan tentang 

pemungutan PBB P2 dan BPHTB 

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait; 

f. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan 

pelayanan PBB P2 dan BPHTB ; dan 

g. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

bidang 

 
b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, 

Hiburan dan Pajak Parkir 

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, 

Hiburan dan Pajak Parkir mcmpunyai tugas melaksanakan kebijakan 

perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak Hotel, Restoran, 

Hiburan dan Pajak Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, 

Hiburan dan Pajuk Parkir mempunyai fungsi meliputi : 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan 

pendaftaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; 

b. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; 

c. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak 

Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; 

d. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan 

Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; 

e. pelaksanaan penghimpunan dan penyusu lapoaran secara periodik 

data objek dan subjek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak 

Parkir serta perkembangannya; 
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f. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif 

pungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; 

g. Penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk tekhnis tata cara 

pemungutan pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir 

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka 

pengembangan Paja Hotel, Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir 

i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi subjek objek Pajak 

Hotel, Pajak Restoran ,Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui 

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD); 

j. pelaksanaan pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok tr'Pajak 

Daeran (NPWPD); 

k. pelaksnaan pemutakhiran data base objek/subjek Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dan penginputannya dalam 

sistem informasi perpajakan daerah; 

l. pelaksanaan penelitian kesesuaian data subyek/obyek Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan keadaan di lapangan; 

m. penyampaian surat teguran kepada wajib pajak apabila tidak atau 

terlambat mengirimkan SPTPD sesuai ketentuan; 

n. pelaksanaan pelaporan hasil pendataan, pendaftaran potensi pajak 

dan pemutakhiran data objek pajak hotel, restoran, hiburan dan 

pajak parkir; 

o. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan pajak hotel, 

restoran, hiburan dan pajak parkir; 

p. penyiapan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target 

penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; 

q. pelaksanaan pemeliharaan basis dam subyek/ objek pajak hotel, 

restoran, hiburan dan pajak parkir dalam menunjang ekstensifikasi 

dan intensifikasi pajak daerah; 

r. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi 

terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang 

pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; 
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s. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait; 

t. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan 

pelayanan Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan 

u. penyusunan standar operasional prosedur sesua dengan lingkup 

bidang 

 
c. Sub Bidang Perencanaan Dan Pegembangan Retribusi Daerah Dan Pajak 

Daerah Lainya 

1) Sub Bidang Perencanaan Dan Pegembangan Retribusi Daerah Dan 

Pajak Daerah Lainya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

perencanaan pengembangan pendapatan Retribusi Daerah dan Pajak 

Reklarne, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak 

Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi : 

a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penyusunan rencana target penerimaan Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah lainnya; 

b. penyusunan perencanaan target penerimaan Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah lainnya berdasarkan usulan dari pihak 

terkait; 

c. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan 

pemutakhiran data Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah 

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit dalam rangka 

pengembangan Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan , pajak 

mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah 
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e. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

pajak Air Tanah; 

f. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logarn 

dan Batuan, Pajak Air Tanah 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak AirTanah; 

h. penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek 

dan objek pungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak 

mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan serta 

pengembangannya 

i. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif 

pungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral 

bukan logam dan batuan , pajak air tanah ; 

j. penyusutan konsep produk hukum petunjuk teknis tentang tata cara 

pemungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral 

bukan logam dan batuan dana pajakair tanah; 

k. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan dan Pajak Air Tanah melalui Surat Pendaftaran Objek 

Pajak Daerah (SPOPD); 

l. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD) Pajak Reklarne, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah 

m. pelaksanaan pemutakhiran database objek/subjek Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dan Pajak Air Tanah penginputannya dalam sistem informasi 

perpajakan; 
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n. pelaksanaan penelitian kesesuaian data objek Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan , Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan 

Pajak Air Tanah dengan keadaan di lapangan; 

o.  pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan elayanan objek Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan dan Pajak Air Tanah; 

p. penyiapan usulan rencana target penerimaan/perubahan target 

penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah; 

q. pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek atau objek Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan dan Pajak Air Tanah dalam menunjang ekstesifikasi dan 

intensifikasi pajak daerah; 

r. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi 

terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang 

pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah. 

s. pelaksaan kegiatan dan kerjasama dengan pihak terkait, 

t. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan 

pelayanan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah. 

u. penyusunan standart operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas. 

d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 

1. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok 

merumuskan kebijakan penetapan, pengaihan dan pelaporan penerimaan 

Pajak Daerah, pembukuan dan pelaporan penerimaan Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerag lainnya dan tugas lain yang duberikan oleh Kepala 

Badan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi : 
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a. Pelaksanaan pelayanan penetapan dan pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah 

b. Pelaksanaan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah 

c. Pelaksanaan koordinasi penagihan piutang pajak daerah dan retribusi 

daerah 

d. Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah 

e. Pelaksaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak 

f. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan 

pendapatan daerah lainnya 

g. Pelaporan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya, dan 

h. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. 

3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari : 

a) Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB 

1) Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan pentepan, pengaihan dan pelaporan 

penerimaan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 

2) Sub Bidang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan PBB 2 dan BPHTB mempunyai 

fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran PBB P2 

berdasarkan data objek pajak, NJOP bumi dan bangunan sesuai 

dengan kelas dan tarif yang ditentukan. 

b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali PBB P2 terhutang 

berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan dan 

pembetulan. 

c. Pelaksanaan penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPD KBT, 

SKPDLB dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan PBB P2 dan 

BPHTB. 
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d. Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SPPT PBB P2 ke dalam 

Daftar Hipunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB. 

e. Pelaporan pelaksanaan pembuatan akta perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan yang disampaikan oleh PPAT dan PPATS terkait 

transaksi BPHTB untuk diproses lebih lanjut mutasi data 

objek/subjek PBB P2 oleh bidang yang terkait. 

f. Pelaksanaan penelitian kesesuaian nilai perolehan objek pajak 

BPHTB. 

g. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan perubahan data 

subjek/objek dan besaran ketetapan PBB berdasarkan surat 

keputusan keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan 

atas ketetapab PBB. 

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oeerimaan PBB P2 dan 

BPHTB 

i. Pelaksanaan penagihan piutang PBB P2 dan BPHTB melalui STPD 

sesuai peraturan perundang-undangan 

j. Penatausahaan dan penyajian piutang PBB P2 dan BPHTB 

k. Pelaksanaan perhitungan dan pembayaran jasa pemungutan dan 

penghargaan atas pelunasan PBB P2 sesuai ketentuan 

l. Pengajuan permohonan penghapusan piutang PBB P2 dan BPHTB 

kadaluarsa 

m. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan 

realisasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB 

n. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan PBB dan BPHTB 

dengan bidang dan instansi terkait 

o. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan penagihan PBB P2 

p. Oelaksanaan evaluasi hasil penagihan PBB P2 dan BPTHB 

q. Penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian 

kelebihan pembayaran atas penetapan PBB P2 dan BPHTB 
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r. Penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan atas 

penetapan PBB 2 dan BPHTB 

s. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan 

keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran 

pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB. 

t. Penyiapan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

PBB P2 dan BPHTB 

u. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas. 

 
b) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak 

Parkir 

1) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Retoran, Hiburan dan Pajak 

Parkir mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penetapan, 

penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan 

dan Pajak Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir 

mempunyai tugas meliputi: 

a. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir apabila Wajib Pajak tidak 

menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir terhutang apabila ditemukan 

kurang bayar atau lebih bayar. 

c. Pelaksaan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan 

SKPDN berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan atau 

pemeriksaan lapangan lapangan atas pembayaran Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir. 
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d. Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SKPD, KPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Hotel, Restoran, Hiburan 

dan Pajak Parkir ke Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) 

e. Pelaksanaan pengesahan tiket, karcis dan sejenisnya yang 

digunakan sebagai sarana pemungutan Pajak Hiburan 

f. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan legalisasi tiket, karcis dan 

sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan Pajak 

Hiburan 

g. Pelaksanaan penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran 

Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan potensi 

pajak yang seharusnya dibayar. 

h. Pelaksanaan penagihan piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan dan Pajak Parkir sesuai dengan peraturan perUndang- 

Undangan. 

i. Penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Hotel, Restoran, 

Hiburan dan Pajak pakir. 

j. Pengajuan permohonan penghapusan piutang Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan Pajak yang kadaluarsa 

k. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan 

realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak 

Parkir. 

l. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan pihak terkait. 

m. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir. 

n. Pelaksaan evaluasi hasil pengaihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan 

dan Pajak Parkir 

o. Penyusunan standart operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas 

 
c) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya 
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1) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembukuan dan  

pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah 

lainnya, penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayaht (1), 

Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah Pajak Daerah lainnya 

mempunyai fungsi meliputi: 

a. pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi 

penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; 

b. pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak terkait tentang realisasi 

penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; 

c. penyiapan dokumen pencairan oenerimaan dana bagi hasil 

pajak/bukan pajak dari pemerintah provinsi; 

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan 

pendapatan asli daerah secara berkala sesuai jadwal yang 

ditentukan; 

e. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran Pajak 

Reklame dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai 

dengan tarif peraturan daerah yang berlaku; 

f. pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan 

Pajak Air Tanah apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD 

sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kurang bayar; 

g. pelaksanaan perforasi benda berharga/karcis atau sejenisnya 

sebagai sarana pemungutan retribusi dan legalisasi object pajak 

reklame sebagai media penyelenggara reklame; 
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h. membukukan dan melaporkan pelaksanaan legalisasi benda 

berharga/karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan 

retribusi daerah dan legalisasi object pajak reklame; 

i. pelaksanaan peneliatian administrasi atas kesesuaian pembayaran 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah; 

j. pelaksanaan penagihan piutang Pajak Reklame , Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Air Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

k. penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan, Pajak 

Air Tanah; 

l. pengajuan permohonan penghapusan piutang Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dan Pajak Air Tanah yang kadaluwarsa; 

m. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan 

realisasi penerimaan Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah; 

n. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Air tanah dengan pihak terkait; 

o. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah; 

p. Pelaksanaan evaluasi hasil penagihan Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan 

Pajak Air Tanah; 

q. pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka memperoleh data 

sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar 

apabila wajib pajak tidak mengirimkan SPTPD Pajak 
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PeneranganJalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan 

Pajak Air Tanah sesuai ketentuan; dan 

r. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas. 

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 

1. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Badan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi 

meliputi : 

a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan 

daerah; 

b. perumusan kebijakan tentang pengendallian dan evaluasi intensifikasi 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan 

pendapatan daerah; 

e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pelayanan 

pajak daerah dan retribusi daerah 

f. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi 

daerah yang berbasis teknologi informasi; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan 

evaluasi kebijakan pendapatan daerah; 

h. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; dan 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemugutan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari : 
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a) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB 

1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan monitoring dan evaluasi 

dan pemeriksaaan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB 2 dan BPHTB 

mempunyai fungsi meliputi : 

a. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB 

dengan pihak terkait; 

b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB P2 dan 

BPHTB melalui pembinaan teknis dan admnistrasi pemungutan 

PBB P2 dan BPHTB 

c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

penindakan terhadap pelanggran PBB P2 dan BPHTB 

d. pelaksanaan penagihan paksa PBB P2 dan BPHTB seusai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas. 

 
b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, 

dan Pajak Parkir 

1) Sub Bidang Pengendalian dan Wvaluasi Pajak Hotel, Restoran, 

Hiburan, dan Pajak Parkir mempunyai tugs melaksanakan 

monitoring, evaluasi dan pemeriksaan pemungutan Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air 

Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sub Bidang Pegendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, 

Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi : 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


44  

 

 

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan 

teknis pemungutan Evaluasi Paja Hotel, Restoran, Hiburan dan 

Pajak Parkir; 

b. pelaksanaan monitorting dan evaluasi penerimaan Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir 

c. pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, 

Hiburan dan Pajak Parkir 

d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

penindakan terhadap pelanggaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan 

dan Pajak Parkir 

e. pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi Evaluasi 

Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir kepada 

masyarakat; 

g. pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan atas 

kesesuaian pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak 

Parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar atau apabila 

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan 

h. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas. 

 
c) Sub Bidang Pengenalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak 

Daerah Lainnya 

1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak 

Daerah Lainnya mempunyai tugas monitoring, evaluasi dan 

pemeriksaan Retribusi Daerah dan Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan 

Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 
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2) Untuk melaksanakan tuags sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi retribusi Daerah da Pajak 

Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi : 

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan 

Retribusi Daerah dan pendapatan asli daerah lainnya secara 

berkala. 

b. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan 

Pajak Air Tanah; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaanPajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dan Pajak Air Tanah; 

d. pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan 

Pajak Air Tanah; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

penindakan terhadap pelanggaran Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan 

Pajak Air Tanah; 

f. pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk memper-oleh data omset 

sebagai dasar penetapan besaran nilai yang harus dibayar Wajib 

Pajak apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai 

ketentuan; 

h. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas. 

 
i. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 

1. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai 

tugas merumuskan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
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penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasana penunjang 

pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah 

lainnya berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi serta tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Badan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan asli daerah lainnya yang berbasis teknologi informasi; 

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; 

c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan asli daerah dan pendapatan 

daerah lainnya; 

d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan 

sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli 

daerah lainnya; 

e. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dengan 

pihak terkait; 

f. pengembangan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan asli daerah lainnya; 

g. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah, dan 

pendapatan asli daerah lainnya baik internal maupun eksternal; dan 

h. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah, retribusi daerah, 

pendapatan asli daerah lainnya. 

3. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah 

1. Sub Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana 

prasana penunjang pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi 
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informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh 

Kepala Bidang 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), 

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai 

fungsi meliputi: 

a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran pengadaan dan 

peningkatan sarana prasana penunjang pengelolaan pajak daerah; 

b. pelaksanaan pendapatan dan inventarisis kondisi sarana prasarana 

penunjang pengelolaan pajak daerah; 

c. pelaksanaan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan sarana 

prasana penunjang pengelolaan pajak daerah; 

d. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau 

program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang 

pengelolaan pajak daerah; 

e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program 

aplikasi pajak daerah; 

f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak daerah 

dari pihak terkait kedalaman sistem informasi pajak daerah yang 

terintegrasi; 

g. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi pajak daerah 

serta pembuatan back-up data; 

h. pelaksanaan monitoring penggunaan jaringan aplikasi sistem 

informasi pajak daerah pada pihak terkait; 

i. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas jalannya yang 

berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan 

kantor; dan 

j. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas. 

 
b. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah 
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1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana 

penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala 

Bidang 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai 

fungsi meliputi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan 

peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi 

daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 

b. pendataan dan inventarisis kondisi sarana prasarana retibusi 

daerah; 

c. pelaksanaan analisa dan indentifikasi kebutuhan sarana prasarana 

penunjang pengelolaan retribusi daerah; 

d. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau 

program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi 

daerah; 

e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program 

aplikasi retribusi daerah; 

f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak  

daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi retribusi 

daerah yang terintregasi; 

g. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi 

daerah serta pembuatan back up data; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan 

aplikasi aplikasi retribusi daerah pada pihak terkait; 

i. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang 

berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan 

retribusi daerah; dan 
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j. penyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

tugas 

 
c. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah 

1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana 

penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala 

Bidang 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai 

fungsi meliputi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan 

peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi 

daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 

b. pendataan dan inventarisis kondisi sarana prasarana retibusi 

daerah; 

c. pelaksanaan analisa dan indentifikasi kebutuhan sarana prasarana 

penunjang pengelolaan retribusi daerah; 

d. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau 

program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi 

daerah; 

e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program 

aplikasi retribusi daerah; 

f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak  

daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi retribusi 

daerah yang terintregasi; 

g. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi 

daerah serta pembuatan back up data; 
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j. UPTD 

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan 

aplikasi aplikasi retribusi daerah pada pihak terkait; 

l. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang 

berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan 

retribusi daerah; dan penyusun standar operasional prosedur  

sesuai dengan lingkup tugas. 

1. UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan 

dalam pemungutan pajak daerah di wilayah. 

2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

3. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. 

4. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD 

5. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

UPTD diatur dengan Peraturan Bupati. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai 

tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin ileh 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. 

4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan. 
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3.5 Kegiatan Pokok 

 
Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana yang pada 

hakekatnya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten, baik yang 

bersifat wajib maupun pilihan. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepada 

Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Kabupaten. 

Adapun kegiatan pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yaitu: 

a. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan 

pajak dan Retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan 

pengembangan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

b. Untuk melaksanakan kegiatan pokok Badan Pendapatan mempunyai fungsi 

meliputi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah. 

2. Penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Pendapatan 

Daerah. 

3. Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan Pendapatan Daerah. 

4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah. 

5. Penyelenggaraan pelayanaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta 

membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

6. Pegkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan dana 

perimbangan. 

7. Pemberian izin tertentu dibidang Pendapatan Daerah. 

8. Evaluasi, monitoring dan pengedalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 

9. Pengelolahan dukungan teknis dan administrasi. 
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3.6 Personalia 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh 

Kepala Bagian yang membawahi 3 bagian Tata Usaha, 4 Bidang ( Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan 

Pendapatan Daerah, Bidang Pengendalian Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang 

Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah), dan 12 Kasie. 

Karyawan tersebut terdiri dari 2 (dua) macam pegawai, yaitu pegawai 

tetap (PNS) dan pegawai honorer. 

 
Tabel 3.1 Data Jumlah Pegawai Tetap (PNS) dan Honorer 

 

Pegawai Tetap/PNS 117 Orang 

Honorer 10 Orang 

Jumlah 127 Orang 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

 
 

3.6.1 Lokasi dan Tata Letak 

Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang digunakan 

untuk tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) terletak di Kecamatan Sumbersari, 

Kabupaten Jember, Jawa Timur-Indonesia. Berikut lokasi Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember : 

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Alamat : Jl. Jawa No. 72 Jember 

Telepon : (0331) 337112 

 
 

3.6.2 Jam Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten melaksanakan lima hari 

kerja dalam 1 minggu, 8 jam dalam sehari dimana Jam Kerja yang berlaku : 

Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 

Istirahat : 12.00 – 13.00 

Jumat : 08.00 – 16.00 
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Istirahat : 11.00 – 13.00 

Sabtu & Minggu : Libur 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54  

 

 

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 
 

4.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 

4.1.1 Pelaksanakan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

Karena saat ini sedang terjadi pandemi covid 19 maka sebagian 

pelayanannya tidak dilakukan secara offline tapi dilakukan secara online, kegiatan 

administrasi yang dilakukan secara online antara lain pajak parkir, pajak hotel, 

pajak restoran dan dilakukan melalui website pajakdaerah.jemberkab.go.id. 

Kegiatan yang dilakukan secara online antara lain untuk mengisi pendapatan 

wajib pajak di setiap bulannya dan untuk mencetak SPTPD untuk melakukan 

pembayaran di bank jatim. Pelayanan yang masih dilaksanakan secara offline 

antara lain pajak reklame, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan. 

Berikut ini adalah website pajakdaerah.jemberkab.go.id : 

Gambar 4.1 website pajakdaerah.jemberkab.go.id 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

Prosedur pembayaran pajak restoran sudah termasuk dengan pemungutan, 

penyetoran, perhitungan dan pelaporan pajak parkirnya, sehingga dari hasil 

kegiatan praktek kerja nyata merupakan bentuk real dari pelaksanaan praktek 
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Wajib Pajak 
(WP) 

Memeriksa kelengkapan 
data yang tlah 
ditentukan 

 

 

kerja nyata yang penulis lakukan dengan cara terjun langsung di kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 
4.1.2 Subjek Objek dan Sistem Pungutan Pajak Restoran pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 

makanan dan/atau minuman dari restoran. Salah satu contohnya adalah Bu Lany, 

yang menjadi Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 

restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat 

lain. (Darwin, 2010:120-121). 

Sistem Pemungutan yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember khususnya Pajak Restoran menggunakan Self Assesment 

System yang merupakan suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri bearnya pajak yang terutang. 

Pelaksanaan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah 

sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 
4.1.3 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak 

Pemilik restoran harus mendaftarkan dirinya menjadi seorang wajib 

pajakrestoran. Berikut ini bagan mengenai proses seorang pemilik restoran bisa 

menjadi wajib pajak restoran. 

 

Terbit Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah untuk Akses E-
SPTPD 

Pemberian tanda dan 
tanggal penerimaan 

Mengis
i 
Formuli
r 
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Gambar 4.2 Bagan Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

 

 

Dari bagan diatas, prosedur seorang wajib pajak sebagai wajib pajak 

Retoran. Seorang wajib pajak mengisi formulir pendaftaran berupa Surat 

Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) pajak restoran dan menyiapkan 

beberapa berkas persyaratan. 

Selain mengisi formulir pendaftaran tersebut, wajib pajak harus 

melengkapi berkas-berkas persyaratan diantaranya : 

a. Foto copy identitas diri (KTP/SIM) 

b. Surat keterangan domisili usaha 

c. Surat izin instansi terkait 

d. Akte pendirian usaha 

 
 

Setelah semua persyaratan lengkap dan slesai diproses, maka seorang 

pemilik restoran dapat dikatakan sebagai wajib pajak restoran. Pemilik restoran 

dicatat dalam daftar wajib pajak serta diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD) dan nomor urut NPWPD. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD 

wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) 

 
4.1.4 Pembayaran Pajak Restoran 

Setelah pemilik restoran telah menjadi wajib pajak dan ditentukan 

besarnya pajak terutang, langkah selanjutnya adalah wajib pajak menyetorkan 

pajak terutang tersebut. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD untuk akses E- 

SPTPD setiap awal masa pajak harus mengisi SPTPD dengan lengkap disertai 

tanda tangan oleh wajib pajak dan diserahkan kepada petugas yang berwenang. 

Tahap pembayaran pajak restoran dapat digambarkan pada alur berikut ini: 
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Gambar 4.3 Bagan Prosedur Pembayaran Pajak Restoran 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

Alur di atas meliputi beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Melalui proses ini calon wajib pajak pribadi atau badan mengisi formulir 

pendaftaran wajib pajak dengan melengkapi data yang meliputi identitas 

individu (KTP) bagi wajib pajak pribadi atau berkas badan usaha bagi 

wajib pajak badan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD). Untuk wajib pajak lama yang akan membayar pajak parkir 

restoran langsung mengisi formulir SPTPD karena sudah terdaftar sebagai 

wajib pajak restoran. 

2. Wajib pajak login ke website (pajakdaerah.jemberkab.go.id) untuk mengisi 

formulir E-SPTPD dengan menggunakan NPWPD dan Password yang 

telah diberikan pada saat pendaftaran Wajib Pajak sebelumnya. 

3. Wajib pajak mengisi formulir yang SPTPD yang telah disediakan pada 

website tertera sesuai jenis pajak dan mengisi data dengan jujur, karena 

data ini akan menjadi dasar perhitungan besarnya pajak dan segera 

dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

4. Wajib pajak membayar pajak sesuai ketetapan melalui media setoran STS 

ke Bank Jatim terdekat. 

 
 

3 
Pengisian 
SPTPD 

 

4 
Pembayaran Pajak 
Restoran ke Bank 

Jatim 

 
2 

Login web 
(pajakdaerah.jemberkab.go.i

d) 

 
1 

Pendaftaran 
Sebagai Wajib 

Pajak 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


58  

 

 

Jika wajib pajak tidak melakukan penyetoran/pembayaran pajak hingga 

batas waktu yang ditetapkan maka wajib pajak diberi Surat Tagihan Pajak Daerah 

(SPTD). Jika masih tidak mengindahkan SPTD sampai jangan waktu yang 

ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% tiap 

bulannya. 

 
Berikut di bawah ini adalah contoh dari E-SPTPD Pajak Restoran dari 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

 
 

Gambar   4.4   Surat   Pemberitahuan Pajak   Daerah Restoran (SPTPD- 

Restoran) 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

 
 

Petunjuk Pengisian : 
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Pajak Terutang = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang 

Dilakukan Kepada Restoran 

 

 

1. Isi nama lengkap wajib pajak 

2. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sudah terdaftar 

3. Isi alamat lengkap wajib pajak 

4. Isi nama usaha 

5. Isi nomor NIOP 

6. Isi alamat obyek yang akan menyelanggarakan pajak restoran 

7. Isi jenis usaha yang akan dimiliki 

8. Isi masa pajak yang telah ditentukan oleh wajib pajak 

9. Tertera jumlah pajak terutang 

 
 

4.1.5 Perhitungan Pajak Restoran 

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran 

adalah sesuai dengan rumus berikut : 

 

Keterangan: Tarif = 10% 

 
 

Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak restoran : 

Diketahui : Rumah makan menerima pembayaran dari konsumennya setiap tahun 

sebesar Rp 5.000.000 , sedangkan besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah setempat sebesar 10% 

Ditanya : Maka besarnya pajak restoran terutang dari rumah makan tersebut? 

Jawab : Tarif pajak x jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran 

= 10% x Rp 5.000.000 

= Rp. 500.000 

Jadi, pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan pendapatan 

daerah kabupaten jember sebesar Rp 500.000 
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4.1.6 Kadaluwarsa Penagihan Pajak 

Menurut Darwin (2010:189) kadaluwarsa penagihan setelah melampaui 

jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib 

pajak daerah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

 
4.1.7 Penghapusan Piutang Pajak Restoran 

Piutang pajak restoran yang penagihnya sudah kadaluwarsa dapat 

dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota 

berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten. Berdasarkan permohonan tersebut bupati 

menetapkan penghapusan piutang pajak restoran dengan terlebih dahulu mendapat 

pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati. 

 
4.2 Pelaksanaan Kegiatan PKN Pada Badan Pendapatan Daerah 

 
Pelaksanaan praktek kerja nyata pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember dilaksanakan mulai tanggal 5 Februari 2021 sampai 5 April 

2021. Dalam pelaksanaanya mahasiswa terjun langsung pada aktivitas kantor dan 

membantu pekerjaan para karyawan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat 

memperoleh ilmu baru yang tidak didapatkan pada saat perkuliahan dan agar 

dapat bisa mendapatkan pengalaman di dunia kerja. 

 
4.2.1 Pembekalan 

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti 

pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai 

prosedur praktek kerja nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan praktek kerja 

nyata. pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan 

praktek kerja nyata. 

 
 

4.2.2 Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata 
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Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti praktek kerja 

nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi praktek 

kerja nyata yaitu antara lain Kantor Pemerintah, BUMN, BUMS, BUMD dan 

Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata 

diwajibkan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya 

mahasiswa melakukan survei ke lokasi praktek kerja nyata. 

 
4.2.3 Observasi/Survei Awal ke Objek Praktek Kerja Nyata 

Observasi di lokasi praktek kerja nyata yang dilaksanakan sebelum 

memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka 

selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari 

fakultas kepada instansi. 

 
4.2.4 Pengurusan Syarat dengan Dosen Pembimbing 

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah 

menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak 

fakultas. Setelah itu penulis komunikasi dosen pembimbing guna untuk  

bimbingan laporan praktek kerja nyata 

 
4.2.5 Pelaksanaan Peraktek Kerja Nyata 

Selama melaksanakan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember, saya melaksanakan berbagai kegiatan yaitu: 

1. Melakukan hasil verifikasi pajak reklame insidentil wajib pajak untuk 

pemasangan banner, berikut adalah contoh dari hasil verifikasi pajak 

reklame insidentil: 
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Gambar 4.5 Hasil Verifikasi Reklame Insidentil 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

 

 

2. Setelah wajib pajak melakukan verifikasi, wajib pajak mendapatkan 

SPTPD untuk mencetak kartu SKPD digunakan untuk melakukan 

pembayaran pada Bank Jatim. Berikut ini contoh dari lembar SPTPD 

dan SKPD: 

  

Gambar 4.6 SPTPD dan SKPD 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

 

 

3. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak kembali untuk melakukan 

penyepetan untuk masa pajak dari banner wajib pajak itu. Berikut ini 

contoh dari slip pembayaran wajib pajak dan penyepetan banner: 
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Gambar 4.7 Slip Pembayaran Wajib Pajak dan Penyepetan Banner 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

 
 

4. Mengikuti verifikasi lapangan untuk melakukan kegiatan pendataan 

dan penagihan pajak restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak 

penerangan jalan non pln (genzet), pajak restoran, pajak hiburan. 

Berikut ini beberapa bukti melakukan verifikasi lapangan berkunjung 

Doho Homestay, Temprina, Rembangan, JC Homestay, PG Semboro : 
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Gambar 4.8 Verifikasi Lapangan 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 
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4.3 Identifikasi Masalah dan Solusi 

Disaat pandemi seperti ini, aturan dilarang bertemu dengan banyak orang 

sudah di jalankan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah dengan cara melakukan 

beberapa aktifitas yang menyangkut dengan pajak parkir, pajak restoran, pajak 

hotel masih dilakukan secara online di website Pajakdaerah.jemberkab.go.id dan 

untuk kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan , pajak air tanah dan pajak 

reklame dilaksanakan secara offline di kantor Badan Pendapatan Daerah 

kabupaten Jember. 

Adapun masalah yang ada di dalam proses pembayaran pajak restoran 

yang terletak pada sanksi dengan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 

2% setiap bulannya, aturan ini tercantum pada peraturan daerah no. 3 tahun 2011. 

Akan tetapi masih banyak dari wajib pajak yang tidak mentaati aturan tersebut. 

Dengan masih adanya pihak-pihak yang tidak disiplin seperti itu akan 

menghambat target dan realisasi dari pajak restoran tersebut. 

Selama proses administrasi pembayaran pajak dilakukan secara online banyak dari 

masyarakat yang kesusahan untuk mengakses website dan banyak pula yang 

bingung. Masalah yang sering terjadi yaitu sitem eroor pada saat mengakses 

website pajakdaerah.jemberkab.go.id ,dan printer yang digunakan untuk mencetak 

juga sering terjadi macet. 

Saran dari penulis yaitu untuk menertibkan wajib pajak agar taat dalam 

pembayaran pajak yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan 

pentingnya membayar pajak dan guna membayar pajak, serta memberi hukuman 

yang lebih tegas lagi terkait penunggakan pembayaran pajak. Kemudian terkait 

permasalahan minimnya pengetahuan masyarakat akan dunia internet 

mengharuskan pegawai badan pendapatan daerah harus membantu dan ikut serta 

membimbing wajib pajak dalam mengisi keperluan apa saja yang dibutuhkan, dan 

untuk masalah server eroor dan printer seharusnya lebih di perbaiki lagi baik 

server maupun printer. 
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BAB 5. PENUTUPAN 

 
 

5.1 Rincian Singkat Palaksanaan Kegiatan PKN 

 
1. Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan 

dalam pelaksanaan Prosedur Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember adalah: 

a. Pendaftaran Pajak Restoran dengan pengisian formulir oleh wajib pajak. 

b. Penetapan Pajak Restoran proses menetapkan besarnya hutang pajak 

berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak daerah (SPTPD) 

c. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank Jatim dengan membawa 

SPTPD 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah melaksanakan 

pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Parkir sesuai dengan 

prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011.Pembayaran 

yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya pajak 

parkir menggunakan Self Assesment System wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang adalah wajib pajak sendiri, wajib pajak aktifm fiskus 

hanya mengawasi dan tidak ikut campur tangan. Dan tarif Pajak Restoran 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

2. Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan praktekkerja nyata adalah 

melakukan verifikasi lapangan pada wajib pajak restoran, kemudian mencatat 

nama restoran dan memeriksa pada APDL ( aplikasi pajak daerah lain ). Dimulai 

dari meninjau restoran/verifikasi lapangan, mencatat nama restoran, mencatat 

pendapatannya, kembali ke kantor Badan Pedpatan Daerah Kabupaten Jember, 

memeriksa pajak restoran pada aplikasi untuk mengetahui masa pajaknyabagi 

Penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Restoran. 

5.2 Kendala dan Hambatan Selama PKN 

 
Kendala dan hambatan selama praktek kerja nyata yaitu harus beradaptasi 

dengan dunia kerja yang baru saya hadapi pada saat praktek kerja nyata ini, tetapi 
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dengan berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan dan mengikuti arahan dari 

pembimbing Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. kendala lainnya yaitu 

menertibkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat PKN 
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Lampiran 2. Surat Balasan dari Badan Pendapatan Daerah 
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Lampiran 3. Surat Telah Slesai Melakukan PKN 
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Lampiran 4. Daftar Absensi 
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Lampiran 5. Nilai Hasil PKN 
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Lampiran 6. Melayani Wajib Pajak 
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Lampiran 7. Peraturan Daerah 
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Lampiran 8. SKPPD 
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Lampiran 9. Bukti Pembayaran 
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